| ~ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Ganti Kerugian yang telah didaftarkan di Penga-
dilan sebelum diundangkannya Peraturan Mah-
kamah Agung ini dan berkas perkara belum di-
periksa oleh Hakim, berlaku ketentuan dalam
Peraturan Mahkamah Agung ini.

(2) Terhadap perkara yang sudah diperiksa dan
diputus oleh Pengadilan setelah diundangkan-
nya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka pros-
es pengajuan kasasinya tunduk pada Peraturan
Mahkamah Agung ini.

Pasal 37
Ketentuan Hukum Acara Perdata tetap ber-
laku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Per-
aturan Mahkamah Agung ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 38
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan p
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Re-
publik Indonesia

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN
GOLONGAN POKOK INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN |

MESIN DAN PERALATANNYA BIDANG COATING

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.l Nomor 91 Tahun 2016,
tanggal 29 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nemor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Peneta-
pan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indone-
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sia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan |
Golongan Pokok Industri Logam, Bukan Mesin
dan Peralatannya Bidang Coating;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan
Golongan Pokok Industri Logam, Bukan Mesin
dan Peralatannya Bidang Coating telah disepakati
melalui Kenvensi Nasional pada tanggal 3 Desem-
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ber 2015 di Jakarta;

c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusdiklat In-
dustri Nomor 2292/SJ-IND.6/12/2015 tanggal
30 Desember 2015 telah disampaikan permo-
honan penetapan Rancangan Standar Kompe-
tensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri
Pengolahan Golongan Pokok tndustri Logam, Bu-
kan Mesin dan Peralatannya Bidang Coating;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

1. - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan {Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomaor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
tentang Sistern Pelatihan Kerja Nasional {Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No-
mor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lemba-

" ran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No-
mor 24);

4. Peraturan Presidcn Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan {Lembaran Negal:a
Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Peneta-
pan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 364); i

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21
Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kuali-
fikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomer 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indone-
sia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok In-
dustri Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya Bidang

Coating, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kepu-
tusan Menteri ini.

KEDUA:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU se-
cara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jen-
jang kualifikasi nasional, penyelenggara pendidikan dan
pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi,
KETIGA:

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na-
sional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Dik-
tum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi na-
sional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

KEEMPAT: :

Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji
ulané setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebu-
tuhan.

KELIMA:

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri
ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan trans-
migrasi Noor Kep.102/MEN/II/2007 tentang Pene-
tapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Jasa Industri
Pelapisan Bidang Coating Sub Bidang Protektif di-
cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM:
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2016
MENTER! KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

M. HANIF DHAKIRi
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